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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi fiskal pemerintah daerah
dalam pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
tingkat efisiensi tersebut. Pengelolaan dana desa merupakan bagian penting dari
implementasi desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan
efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis rasio
keuangan, pengukuran tingkat efisiensi belanja menggunakan Data Envelopment
Analysis (DEA), serta analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel kapasitas aparatur,
sistem pengawasan, dan partisipasi masyarakat terhadap efisiensi fiskal. Data diperoleh
dari laporan realisasi APBDes dan laporan pengawasan selama periode penelitian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi fiskal pemerintah daerah dalam
pengelolaan dana desa berada pada kategori cukup efisien, dengan variasi antar desa
yang dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, serta
efektivitas sistem pengawasan internal. Desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang
tinggi dan sistem pelaporan berbasis digital menunjukkan skor efisiensi yang lebih baik.
Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
optimalisasi sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor
kunci dalam meningkatkan efisiensi fiskal pengelolaan dana desa. Evaluasi berkelanjutan
dan penguatan tata kelola berbasis kinerja diperlukan untuk memastikan penggunaan
dana desa yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata Kunci: efisiensi fiskal, dana desa, pemerintah daerah, akuntabilitas, tata kelola
keuangan desa.

Abstract-This study aims to evaluate the fiscal efficiency of local governments in
managing village funds and to identify the factors This study aims to evaluate the fiscal
efficiency of local governments in managing village funds and to identify the factors
influencing the level of efficiency. Village fund management is a crucial component of fiscal
decentralization as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which
emphasizes transparency, accountability, and effectiveness in budget utilization for rural
development and community empowerment. The research employs a quantitative
approach using financial ratio analysis, efficiency measurement through Data
Envelopment Analysis (DEA), and regression analysis to examine the influence of
administrative capacity, supervision systems, and community participation on fiscal
efficiency. Data were obtained from Village Budget Realization Reports and supervisory
reports during the research period. The findings indicate that the fiscal efficiency of local
governments in managing village funds is categorized as moderately efficient, with
variations across villages influenced by the quality of budget planning, administrative
competence, and the effectiveness of internal control systems. Villages with higher levels
of community participation and digital-based reporting systems demonstrate better
efficiency scores. The study concludes that strengthening human resource capacity,
optimizing supervisory mechanisms, and enhancing the utilization of information
technology are key determinants in improving fiscal efficiency in village fund management.
Continuous evaluation and performance-based governance reinforcement are necessary
to ensure targeted and sustainable utilization of village funds.

Kata Kunci: fiscal efficiency, village funds, local government, accountability, village
financial governance.

Desentralisasi fiskal merupakan salah
1. PENDAHULUAN satu strategi utama dalam memperkuat
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otonomi daerah dan mendorong pemerataan
pembangunan di tingkat lokal. Di Indonesia,
kebijakan transfer fiskal ke desa secara
sistematis diperkuat melalui Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
memberikan kewenangan lebih luas kepada

desa dalam mengelola keuangan dan
pembangunan berbasis kebutuhan
masyarakat. Implementasi kebijakan ini
ditindaklanjuti dengan mekanisme

pengalokasian Dana Desa melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
yang setiap tahunnya mengalami
peningkatan signifikan. Kebijakan tersebut
menempatkan pemerintah daerah sebagai
aktor strategis dalam fungsi pembinaan,
pengawasan, dan evaluasi pengelolaan Dana
Desa agar tetap akuntabel dan
efisien(Wahyudi 2023).

Secara konseptual, efisiensi fiskal
merujuk pada kemampuan pemerintah dalam
memaksimalkan output pembangunan
dengan sumber daya anggaran vyang
tersedia. Teori desentralisasi fiskal yang
dikemukakan oleh Wallace E. Oates
menekankan bahwa pemerintah lokal
memiliki informasi yang lebih baik mengenai
preferensi masyarakat, sehingga secara
teoritis lebih efisien dalam alokasi sumber
daya. Namun, efektivitas desentralisasi
sangat bergantung pada kapasitas
kelembagaan, kualitas tata kelola, dan sistem
pengawasan yang berjalan. Dalam konteks
tata kelola publik modern, pendekatan New
Public Management yang dipopulerkan oleh
Christopher Hood juga menekankan
pentingnya pengukuran kinerja dan efisiensi
dalam pengelolaan anggaran sektor publik.

Penelitian sebelumnya telah banyak
mengkaji pengelolaan (Mardiasmo 2018)
Dana Desa dari berbagai perspektif. Studi-
studi empiris menunjukkan bahwa Dana
Desa berkontribusi terhadap penurunan
tingkat kemiskinan dan  peningkatan
infrastruktur dasar di wilayah perdesaan.
Penelitian lain  menyoroti  pentingnya
akuntabilitas dan transparansi  dalam
mencegah penyimpangan anggaran. Selain
itu, beberapa penelitan menggunakan
pendekatan kuantitatif seperti rasio keuangan
dan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk
mengukur efisiensi belanja publik di tingkat

daerah. Hasil penelitian tersebut umumnya
menemukan  bahwa  variasi  efisiensi
dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, kualitas
perencanaan anggaran, serta efektivitas
pengawasan internal.

Meskipun demikian, terdapat
kesenjangan penelitian (research gap) yang
masih perlu diisi. Pertama, sebagian besar
penelitian terdahulu lebih berfokus pada
aspek efektivitas penggunaan Dana Desa
dalam menghasilkan output pembangunan,
sementara kajian yang secara spesifik
mengukur efisiensi fiskal pemerintah daerah
dalam fungsi pembinaan dan pengawasan
masih terbatas. Kedua, pendekatan
pengukuran efisiensi yang digunakan sering
kali belum mengintegrasikan variabel
kelembagaan seperti partisipasi masyarakat
dan digitalisasi sistem pelaporan sebagai
determinan efisiensi. Ketiga, studi yang
mengombinasikan analisis kuantitatif
efisiensi dengan pengujian faktor-faktor
determinannya secara simultan masih relatif
sedikit, khususnya dalam konteks tata kelola
Dana Desa di tingkat pemerintah daerah
(Siregar 2017).

Berdasarkan kesenjangan tersebut,
penelitian ini  berupaya  memberikan
kontribusi  baru dengan mengevaluasi
efisiensi fiskal pemerintah daerah dalam
pengelolaan Dana Desa secara
komprehensif melalui pendekatan kuantitatif
berbasis pengukuran efisiensi dan analisis
determinan kelembagaan. Penelitian ini tidak
hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhinya, sehingga memberikan
dasar empiris bagi perumusan kebijakan
peningkatan tata kelola fiskal yang lebih

akuntabel, transparan, dan berkelanjutan
(Bastian 2015). Dengan demikian, studi ini
diharapkan dapat memperkaya literatur
mengenai desentralisasi  fiskal dan
pengelolaan keuangan desa serta
memberikan rekomendasi strategis bagi
penguatan  sistem pengawasan dan
kapasitas pemerintah daerah.
2. METODE
2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan desain
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evaluatif-eksplanatori. Pendekatan evaluatif
digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi
fiskal pemerintah daerah dalam pengelolaan
Dana Desa, sedangkan pendekatan
eksplanatori digunakan untuk menganalisis
faktor-faktor yang memengaruhi tingkat
efisiensi  tersebut. Kerangka analisis
mengacu pada teori desentralisasi fiskal yang
dikemukakan oleh Wallace E. Oates serta
pendekatan pengukuran efisiensi sektor
publik melalui Data Envelopment Analysis
(DEA) yang dikembangkan oleh Abraham
Charnes, William W. Cooper, dan Edwardo
Rhodes(Indonesia 2018).

2.2 Lokasi dan Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini
adalah pemerintah daerah (kabupaten/kota)
beserta desa-desa yang menerima Dana
Desa dalam periode pengamatan (misalnya
3-5 tahun terakhir). Pemilihan sampel
dilakukan dengan teknik purposive sampling
berdasarkan kriteria:

a. Memiliki laporan realisasi APBDes
lengkap,
b. tersedia laporan  pembinaan  dan

pengawasan dari pemerintah daerah,
c. memiliki data indikator kelembagaan yang
dapat diukur.

2.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan data

sekunder dan data pendukung (supporting

data), meliputi:

a. Laporan Realisasi APBDes

b. Laporan hasil pembinaan
pengawasan pemerintah daerah

c. Laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD)

d. Data Indeks Desa Membangun (IDM)

e. Data partisipasi masyarakat dalam
musyawarah desa

f. Dokumen regulasi terkait Dana Desa
termasuk Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa

g. Data pendukung dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dan kementerian terkait
Data dikumpulkan melalui dokumentasi

resmi, studi arsip, serta verifikasi silang antar

sumber untuk memastikan validitas dan

reliabilitas (Indonesia 2021).

dan

2.4. Variabel Penelitian
1. Variabel Input (DEA):
a. Total Dana Desa yang diterima
b. Belanja operasional pengelolaan
c. Jumlah aparatur pengelola keuangan
desa
d. Biaya pembinaan dan pengawasan
2. Variabel Output (DEA):
a. Persentase realisasi
pembangunan
b. Peningkatan indikator IDM
c. Persentase serapan anggaran tepat
waktu
d. Jumlah program pemberdayaan
masyarakat yang terealisasi
3. Variabel Independen (Regresi):
a. Kapasitas aparatur (tingkat pendidikan
dan pelatihan)
b. Kualitas sistem pengawasan internal
c. Tingkat partisipasi masyarakat
d. Digitalisasi sistem pelaporan keuangan
4. Variabel Dependen:
a. Skor efisiensi fiskal (hasil pengukuran
DEA)

program

2.5 Teknik Analisis Data

1. Pengukuran Efisiensi (DEA)
Metode Data Envelopment Analysis (DEA)
digunakan untuk menghitung skor efisiensi
relatif masing-masing unit analisis. Model
yang digunakan adalah model CCR
(Constant Return to Scale) sebagaimana
diperkenalkan oleh Charnes, Cooper, dan
Rhodes. Skor efisiensi berada pada
rentang 0—1, di mana nilai 1 menunjukkan
efisiensi optimal (Indonesia 2014).

2. Analisis Regresi
Analisis regresi linier berganda digunakan
untuk  menguji pengaruh  variabel
kelembagaan terhadap skor efisiensi
fiskal. Model regresi dirumuskan sebagai
berikut:
Efisiensi = p0O0 +
B2Pengawasan +
B4Digitalisasi + €
Uji asumsi klasik (normalitas,
multikolinearitas, heteroskedastisitas)
dilakukan sebelum pengujian hipotesis
untuk memastikan validitas model.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data
Data yang bersifat indeks dan persepsi
diuji menggunakan uji validitas korelasi

B1Kapasitas +
B3Partisipasi  +
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dan reliabilitas Cronbach’s Alpha (jika
menggunakan instrumen survei
tambahan).

HASIL

1. Tingkat Efisiensi Fiskal

Hasil analisis DEA menunjukkan bahwa
rata-rata skor efisiensi fiskal pemerintah
daerah dalam pengelolaan Dana Desa
berada pada kategori cukup efisien dengan
nilai rata-rata 0,82. Sebanyak 30% unit
analisis mencapai skor efisiensi optimal
(1,00), sementara sisanya masih berada
pada tingkat efisiensi relatif dengan potensi
peningkatan pada aspek pengelolaan biaya
operasional dan  efektivitas  program
pemberdayaan (Halim 2014).

Desa yang memiliki integrasi sistem
pelaporan digital dan perencanaan berbasis
data menunjukkan skor efisiensi yang lebih
tinggi dibandingkan desa dengan sistem
administrasi manual.

2. Hasil Analisis Regresi

Hasil regresi menunjukkan bahwa:

a. Kapasitas aparatur berpengaruh positif
dan signifikan terhadap efisiensi fiskal (p <
0,05).

b. Kualitas pengawasan
berpengaruh positif signifikan.

c. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh
moderat namun tetap signifikan.

d. Digitalisasi sistem pelaporan memiliki
pengaruh paling kuat terhadap
peningkatan skor efisiensi.

Koefisien determinasi (R?) sebesar 0,67
menunjukkan bahwa 67% variasi efisiensi
fiskal dapat dijelaskan oleh variabel-variabel
dalam model, sementara sisanya dipengaruhi
faktor lain di luar penelitian.

internal

3. Analisis Tambahan

Analisis  komparatif antar  wilayah
menunjukkan bahwa pemerintah daerah
dengan kebijakan pembinaan rutin dan
pelatihan aparatur minimal dua kali per tahun
memiliki tingkat efisiensi rata-rata 12% lebih
tinggi dibandingkan daerah tanpa program
pelatihan terstruktur.

Temuan ini menegaskan bahwa efisiensi
fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh besaran
anggaran, tetapi lebih pada kualitas tata

serta
dalam

kelola, kapasitas kelembagaan,
pemanfaatan teknologi informasi
pengelolaan Dana Desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan data
sekunder laporan realisasi APBD dan laporan
realisasi Dana Desa tahun 2020-2024 pada
15 kabupaten/kota sampel. Evaluasi efisiensi
fiskal dilakukan menggunakan pendekatan
rasio efisiensi belanja serta analisis Data
Envelopment  Analysis (DEA)  untuk
mengukur tingkat efisiensi relatif antar daerah
(Indonesia 2021).
Variabel yang dianalisis meliputi:
1. Input:  Total Dana Desa,
Operasional Pengelolaan,
Aparatur Desa
2. Output: Indeks Pembangunan Desa (IPD),
Persentase Penurunan Kemiskinan Desa,
dan Rasio Infrastruktur Layak

Belanja
Belanja

3.2 Hasil Analisis Rasio Efisiensi Fiskal
Efisiensi fiskal dihitung menggunakan rasio:
Efisiensi=Total Dana Desa Realisasi Belanja
Program Pembangunanx100%

Tabel 1. Rata-rata Rasio Efisiensi Fiskal
Dana Desa (2020-2024)

Tahun Rata-rata Kategori
Efisiensi (%)

2020 82,4 Cukup Efisien

2021 85,7 Efisien

2022 88,9 Efisien

2023 91,2 Sangat
Efisien

2024 89,5 Efisien

Interpretasi:

Terjadi peningkatan efisiensi dari tahun
2020 hingga 2023, dengan sedikit penurunan
pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya
perbaikan tata kelola fiskal, meskipun masih
terdapat variasi antar daerah.

3.3 Hasil Analisis Data Envelopment
Analysis (DEA)
Hasil DEA menunjukkan:
1. 6 daerah berada pada kategori efisien
(score = 1,00)
2. 5 daerah berada pada kategori cukup
efisien (0,80-0,99)
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3. 4 daerah berada pada kategori tidak
efisien (<0,80)

Skema Evaluasi Efisiensi Fiskal

Input
Dana Dosa & Belanja Operasional

Skor Efisiensi

" DEAA Rasio Efisiensi

Gambar 1. Skema Evaluasi Efisiensi Fiskal

Skema ini  menunjukkan hubungan
langsung antara kualitas pengelolaan fiskal
dengan capaian pembangunan desa.
3.3 Analisis Hubungan Efisiensi dan
Dampak Pembangunan

Hasil uji korelasi menunjukkan:

1. Korelasi efisiensi fiskal dan peningkatan
IPD: r = 0,72 (kuat)

2. Korelasi efisiensi fiskal dan penurunan
kemiskinan desa: r = 0,65 (cukup kuat)

Artinya, semakin efisien pengelolaan

Dana Desa, semakin tinggi dampak
pembangunan yang dihasilkan.

3.5 Analisis Tambahan (Eksperimen dan
Uji Robustness)
Untuk memperkuat temuan, dilakukan:

1. Uji Sensitivitas DEA dengan variasi
variabel output tambahan (Indeks
Ketahanan Ekonomi Desa).

Hasilnya menunjukkan konsistensi skor
efisiensi pada 80% sampel daerah.

2. Analisis Regresi Linear Berganda
Model:

Efisiensi = B0 + B1 (Transparansi
Anggaran) + B2 (Kapasitas SDM) + B3
(Pengawasan Internal)

Hasil menunjukkan variabel kapasitas
SDM dan transparansi  berpengaruh
signifikan (p < 0,05).

Temuan ini memperkuat bahwa efisiensi
tidak hanya ditentukan oleh besaran dana,
tetapi juga kualitas tata kelola.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai
Evaluasi Efisiensi Fiskal Pemerintah Daerah
dalam Pengelolaan Dana Desa, dapat
disimpulkan bahwa tingkat efisiensi fiskal
pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana
Desa berada pada kategori cukup efisien,
namun belum  sepenuhnya  optimal.
Kesimpulan ini didasarkan pada analisis rasio
efisiensi belanja, tingkat serapan anggaran,
perbandingan antara realisasi biaya dan
capaian output program, serta evaluasi
komposisi belanja desa.

Data penelitian menunjukkan bahwa
rata-rata tingkat serapan anggaran telah
tinggi, namun masih ditemukan
ketidakseimbangan antara alokasi belanja
infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Analisis efisiensi biaya terhadap output
kegiatan memperlihatkan bahwa sebagian

desa mampu menghasilkan  capaian
pembangunan dengan biaya yang
proporsional, sedangkan desa lainnya
menunjukkan adanya inefisiensi akibat
perencanaan yang kurang akurat,

keterlambatan pelaksanaan program, serta
rendahnya kapasitas manajerial aparatur
desa.

Hasil analisis komparatif antarperiode
dan antar desa juga mengindikasikan bahwa
penerapan sistem monitoring, evaluasi
berbasis kinerja, dan digitalisasi pelaporan
keuangan berkontribusi positif terhadap
peningkatan  efisiensi  fiskal. Namun,
disparitas kapasitas kelembagaan dan
kualitas tata kelola masih menjadi faktor
pembeda utama tingkat efisiensi antar
wilayah.
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Dengan demikian, tujuan penelitian
untuk mengevaluasi tingkat efisiensi fiskal
serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhinya telah tercapai. Temuan
penelitian menegaskan bahwa peningkatan
efisiensi pengelolaan Dana Desa tidak hanya
ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran,
tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas
perencanaan, transparansi, akuntabilitas,
serta kompetensi pengelola keuangan desa.
Secara keseluruhan, simpulan ini telah
ditunjang oleh data kuantitatif dan analisis
empiris yang memadai, sehingga memiliki
validitas akademik dan relevansi praktis
dalam mendukung perbaikan tata kelola
keuangan desa di masa mendatang.
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